







A. Latar Belakang 
Pangan merupakan salah satu hak asasi manusia dimana 
penyelenggaraan terkait pangan diatur dalam Undang-Undang Pangan Nomor 
18 Tahun 2012. Pangan telah menjadi kebutuhan dasar yang utama untuk 
mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas. Pemanfaatan pangan akan 
mencerminkan status gizi individu dan kemudian berdampak pada 
kesejahteraan yaitu produktifitas seseorang dalam menghasilkan pendapatan. 
Pangan yang cukup bagi masyarakat menjadi sangat diperhatikan dalam 
pembangunan nasional. Permasalahan-permasalahan mengenai pangan di 
tingkat nasional berhubungan dengan stabilitas ekonomi bagi masyarakat dan 
keamanan nasional. Maka dari itu ketahanan pangan sangat penting untuk 
diwujudkan guna menjamin pemenuhan kebutuhan pangan dan 
keberlangsungan hidup masyarakat tersebut. 
Penurunan produktivitas pangan memicu turun tangan pemerintah untuk 
meningkatkan volume impor bahan makanan dari luar negeri guna mencukupi 
kebutuhan pangan dalam negeri. Hal ini memang dapat menahan terjadinya 
krisis pangan, namun tidak halnya dengan kerawanan pangan yang bisa saja 
terjadi di daerah-daerah terpencil yang membutuhkan distribusi pangan yang 
baik dan lancar. Masyarakat terpencil harus setiap kali keluar dan beranjak dari 
daerah tempat tinggalnya untuk mendapatkan bahan makanan yang cukup dan 
untuk memenuhi gizi setiap harinya. Mereka rela untuk menghabiskan waktu 
dan tenaga untuk bahan makanan tersebut. 
Walaupun masyarakat daerah terpencil telah mandiri untuk 
menghasilkan dan mengolah bahan makan sendiri di daerahnya, namun hal itu 
masih jauh dari cukup dikarenakan sumberdaya yang terbatas dan faktor-faktor 
yang kurang mendukung dihasilkannya bahan makanan yang cukup. Faktor-
faktor tersebut diantaranya adalah lahan yang kering karena irigasi yang 
minim, benih dan bibit yang sulit didapatkan, faktor alam yang kurang 







varietas tanaman yang tahan akan faktor-faktor tadi seperti padi gogo, jagung, 
dan sebagainya. 
Kebijakan Pemerintah yang selama ini telah berjalan dinilai belum 
mampu mengatasi persoalan kerawanan pangan, karena pemerintah cenderung 
memprioritaskan ketersediaan pangan terutama beras. Hal ini menyebabkan 
ketergantungan terhadap beras semakin tinggi dan tidak menguntungkan 
terhadap ketahanan pangan, terutama yang terkait dengan stabilitas kecukupan 
pangan (Hanani et al, 2008). Suatu daerah dimana pangan tersedia dalam 
jumlah yang cukup dibutuhkan masyarakatnya, mempunyai keragaman serta 
mutu gizi yang seimbang setiap saat, maka daerah tersebut tergolong 
mempunyai ketahanan pangan yang tinggi. Kecukupan tersebut mengandung 
pengertian tentang ketersediaan pangan secara terus menerus, merata di setiap 
daerah dan terjangkau oleh daya beli masyarakat sehingga terpenuhi kebutuhan 
gizi masyarakat (Anwar, 2005). 
Hutan merupakan paru-paru dunia dimana hutan sangat penting untuk 
menyaring udara kotor menjadi oksigen yang bersih. Selain itu hutan juga 
menghambat proses pemanasan global yang akhir-akhir ini manusia telah 
merasakan akibat dari pemanasan global, maka dari itu hutan harus tetap dijaga 
kelestariannya. Sebagian wilayah di Indonesia masih terdiri dari hutan, baik 
hutan alami maupun konservasi. Salah satu daerah yang memiliki luas wilayah 
hutan yang besar yaitu Kabupaten Blora.  
Data luas lahan kering menurut Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah 
pada tahun 2015 menunjukkan bahwa Kabupaten Blora memiliki luas daerah 
hutan terbesar pertama. Luas wilayah hutan di Kabupaten Blora sebesar 
12,92% dari seluruh luas hutan di Propinsi Jawa Tengah sehingga daerah ini 
perlu dilakukan penelitian secara mendalam dalam berbagai bidang yang 
berkaitan dengan luas wilayah hutan. Hal ini dikarenakan Kabupaten Blora 
memiliki luas hutan yang luas sehingga dapat mewakili daerah-daerah hutan 
lainnya. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan data-data pada Tabel 1. Luas 

















1 Kab. Cilacap 150.533 4.294 42.823 103.416 
2 Kab. Banyumas 100.392 8.605 26.910 64.877 
3 Kab. Purbalingga 57.028 5.113 9.647 42.268 
4 Kab. Banjarnegara 86.110 5.715 16.163 64.232 
5 Kab. Kebumen 88.506 2.906 16.861 68.739 
6 Kab. Purworejo 73.442 10.744 6.881 55.817 
7 Kab. Wonosobo 81.294 7.819 16.837 56.638 
8 Kab. Magelang 71.353 2.971 7.874 60.508 
9 Kab. Boyolali 78.587 3.639 14.621 60.327 
10 Kab. Klaten 32.158 - 1.438 30.720 
11 Kab. Sukoharjo 25.410 1.078 390 23.942 
12 Kab. Wonogiri 150.006 10.479 17.338 122.189 
13 Kab. Karanganyar 55.087 4.215 5.654 45.218 
14 Kab. Sragen 54.886 2.562 3.015 49.309 
15 Kab. Grobogan 132.795 4.443 68.633 59.719 
16 Kab. Blora 132.870 1.158 85.486 46.226 
17 Kab. Rembang 72.238 1.587 23.013 47.638 
18 Kab. Pati 89.791 1.236 16.766 71.789 
19 Kab. Kudus 21.826 126 1.794 19.906 
20 Kab. Jepara 73.840 1.494 17.459 54.887 
21 Kab. Demak 38.850 623 1.572 36.655 
22 Kab. Semarang 70.276 6.091 8.549 55.636 
23 Kab. Temanggung 66.404 2.867 13.966 49.571 
24 Kab. Kendal 74.009 677 15.721 57.611 
25 Kab. Batang 56.415 - 13.321 43.094 
26 Kab. Pekalongan 58.663 3.580 24.559 30.524 
27 Kab. Pemalang 63.558 469 23.617 39.472 
28 Kab. Tegal 47.683 796 18.391 28.496 
29 Kab. Brebes 103.073 6.021 46.074 50.978 
30 Kota Magelang 1.601 100 52 1.449 
31 Kota Surakarta 4.300 - - 4.300 
32 Kota Salatiga 4.531 - - 4.531 
33 Kota Semarang 33.402 1.596 2.024 29.782 
34 Kota Pekalongan 3.236 - - 3.236 
35 Kota Tegal 2.554 - - 2.554 
 Jumlah 2.262.888 103.004 567.449 1.586.254 





Sub sektor kehutanan mempunyai fungsi yang sangat strategis 
dalam penyediaan kayu-kayuan hasil hutan untuk bahan bangunan dan bahan 
baku kerajinan dan industri, juga sebagai penjagaan terhadap keseimbangan 
tata guna air. Hampir separuh luas lahan di Kabupaten Blora merupakan hutan. 
Tercatat 85.486 Ha merupakan kawasan hutan negara. Luas lahan hasil hutan 
dalam kawasan Perhutani di Kabupaten Blora sebagian besar ditanami kayu jati 
yang tercatat seluas 7.157,58 Ha dan mahoni seluas 259,10 Ha. Sedangkan 
untuk hasil hutan non kayu tercatat jenis tanaman palawija dan empon-empon 
yang masing-masing tercatat luasnya sebesar 2.510,30 ha dan 378,70 Ha. 
Hutan Rakyat merupakan hutan yang tumbuh dan dibangun serta 
dikelola oleh rakyat, biasanya ditanami jenis tanaman hutan serta dikombinasi 
dengan tanaman semusim. Hutan Rakyat sudah sejak lama memberikan 
sumbangan ekonomi maupun ekologis baik langsung kepada pemiliknya 
maupun kepada masyarakat sekitar. Akhadi (2013) menjelaskan bahwa 
permasalahan kehutanan saat ini sudah berkembang semakin kompleks. 
Permasalahan dan tantangan dalam mewujudkan kelestarian hutan dan 
kesejahteraan masyarakat sekaligus tidak bisa lagi hanya didekati dengan 
solusi ang bersifat teknis kehutanan saja. Saat ini, peta permasalahan kehutanan 
telah bergeser dari permasalahan yang bersifat teknis ke permasalahan 
ekonomi, sosial serta dampak kebijakan sektor kehutanan yang kian hari kian 
kompleks dan harus ditangani segera termasuk dalam perencanaan 
pengelolaannya. 
Dinas Kehutanan Kabupaten Blora mencatat luas hutan rakyat dalam 
kurun waktu empat tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Pada tahun 
2014 luas hutan rakyat tercatat sebesar 18.085.278 hektar atau mengalami 
peningkatan 0,38 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Luas lahan kritis di 
Kabupaten Blora pada tahun 2014 tercatat seluas 8.006,045 hektar, dengan 
rincian 475,830 hektar merupakan lahan kritis atau sekitar 5,94 persen dari 
total luas lahan kritis; 3.450,125 hektar lahan agak kritis atau 43,09 persen 












Hutan Sawah Lain-Lain 
1 Jati 18.362,049 13.195,757  14,59 2.669,807 2.496,485 
2 Randublatung 21.113,097 13.869,155 15,34 3.490,556 3.753,386 
3 Kradenan 10.950,842 6.483,485 7,17 2.267,070 2.200,287 
4 Kedungtuban 10.685,814 3.559,427 3,94 4.670,855 2.455,532 
5 Cepu 4.914,535 477,607 0,53 2.032,250 2.404,678 
6 Sambong 8.875,007 5.898,963 6,52 1.274,596 1.701,448 
7 Jiken  16.816,659 13.445,386 14,87 1.610,021 1.761,252 
8 Bogorejo 4.980,479 1.201,608 1,33 1.307,494 2.471,377 
9 Jepon 10.772,383 4.768,915 5,27 2.539,488 3.463,980 
10 Blora 7.978,605 1.178,600 1,30 2.842,678 3.957,327 
11 Banjarejo 10.352,215 4.061,390 4,49 2.729,534 3.561,291 
12 Tunjungan 10.181,522 4.372,928 4,84 2.834,467 2.974,127 
13 Japah 10.305,192 5.598,956 6,19 2.101,231 2.605,005 
14 Ngawen 10.098,192 2.903,176 3,21 4.035,941 3.159,075 
15 Kunduran 12.798,288 3.768,639 4,17 5.550,999 3.478,650 
16 Todanan 12.873,918 5.632,528 6,23 4.055,003 3.186,387 
 Jumlah 182.058,797 90.416,520 100,00 46.011,990 45.630,287 
Sumber: Analisa Data Blora dalam Angka 2015 
Berdasarkan Tabel 2. Luas Lahan Kering di Kabupaten Blora, sebagian 
besar atau mayoritas luas wilayah Kabupaten Blora terdiri dari wilayah hutan. 
Wilayah hutan tersebut merupakan hutan negara dan dikelola oleh negara yaitu 
pihak Perhutani. Luas wilayah hutan tertinggi termasuk ke dalam wilayah 
beberapa kecamatan seperti Kecamatan Randublatung, Kecamatan Jiken, 
Kecamatan Jati, Kecamatan Kradenan hingga Kecamatan Jepon. Wilayah 
kecamatan-kecamatan tersebut merupakan wilayah tempat tinggal masyarakat, 
sehingga tidak menutup kemungkinan terdapat daerah pedesaan sekitar hutan 
yang memiliki akses sulit untuk mendapatkan bahan pangan. Akses fisik pada 
daerah-daerah hutan diperkirakan memiliki jarak yang cukup jauh dari tempat 
tinggal mereka. Mayoritas dari mereka harus menempuh minimal satu hingga 
dua kilometer untuk mendapatkan bahan pangan. 
Masyarakat yang bertempat tinggal di daerah hutan seharusnya dapat 




berjenis jati dan hutan ini adalah hutan milik pemerintah sehingga masyarakat 
hanya sebagian kecil saja yang dapat ikut menerima hasil hutan dari bekerja 
sebagai karyawan perusahaan kayu jati tersebut. Masyarakat yang bertempat 
tinggal di tengah hutan dan jauh dari perkotaan di mana bahan-bahan pangan 
tersedia harus tetap memperolehnya walau dengan usaha yang lebih. 
Ketahanan pangan pada daerah hutan jati juga berkaitan erat dengan 
pemasalahan kemiskinan. 
Tabel 3. Jumlah Rumah Tangga Sasaran PPLS (Pendataan Program 
Perlindungan Sosial) 2011 menurut Klasifikasi Kemiskinan 
di Kabupaten Blora 








1 Jati 5.744 544 760 1.620 2.820 
2 Randublatung 12.149 1.389 1.682 3.551 5.527 
3 Kradenan 9.549 811 1.134 2.734 4.870 
4 Kedungtuban 9.400 983 1.224 2.755 4.434 
5 Cepu 7.918 678 693 1.515 5.032 
6 Sambong 3.962 359 369 1.076 2.158 
7 Jiken 3.755 410 487 1.185 1.673 
8 Bogorejo 4.553 435 691 1.446 1.981 
9 Jepon 4.376 858 824 1.321 1.373 
10 Blora 7.858 809 862 1.877 4.310 
11 Banjarejo 11.513 1.601 1.815 3.593 4.504 
12 Tunjungan  6.406 1.172 1.029 1.986 2.219 
13 Japah 4.768 608 855 1.605 1.700 
14 Ngawen 7.916 1.232 1.256 2.280 3.148 
15 Kunduran 7.383 1.154 1.330 2.415 2.484 
16 Todanan 11.165 962 1.506 3.410 5.287 
 Jumlah 118.415 14.005 16.517 34.369 53.524 
Sumber: Analisa Data Blora Dalam Angka 2015 
Rumah tangga miskin dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya 
adalah lingkungan yang kurang mendukung dalam usaha untuk memenuhi 
kebutuhan hidup dan perekonomian. Daerah hutan yang luas dan banyaknya 
masyarakat yang hidup di daerah hutan diyakini menjadi salah satu faktor yang 
menyebabkan banyaknya kasus kemiskinan. Hal ini juga berkaitan dengan 




miskin daerah hutan jati di Kabupaten Blora mempunyai keterkaitan yang 
sangat erat dengan ketahanan pangan di daerah tersebut. Ketahanan pangan di 
wilayah hutan dengan akses jalan yang jauh dari perkotaan ini perlu dikaji 
lebih mendalam dalam berbagai aspek. Oleh karena itu, penelitian ini dibuat 
dengan judul “Analisis Ketahanan Pangan Rumah Tangga Miskin pada Daerah 
Hutan Jati di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora.” 
B. Rumusan Masalah 
Ketahanan pangan terbagi menjadi empat tingkatan yaitu ketahanan 
pangan nasional, ketahanan pangan regional atau lokal, ketahanan pangan 
rumah tangga atau keluarga, dan ketahanan pangan individu. Tercapainya 
ketahanan pangan nasional, tidak berarti bahwa tidak ada masalah dalam 
ketahanan pangan rumah tangga. Hal ini terjadi karena rumah tangga memiliki 
ketersediaan dan akses pangan yang berbeda-beda. 
Akses pangan menunjukkan adanya jaminan bahwa setiap individu 
mempunyai sumberdaya yang cukup untuk mengakses kebutuhan pangan 
sesuai norma gizi. Jumlah  pangan  yang  cukup  dapat  berasal  dari  kegiatan  
fisik melalui  produksi sendiri atau pun dengan membeli. Persediaan pangan 
wilayah yang mencukupi kecukupan pemenuhan kebutuhan pangan setiap 
individu dalam wilayah tersebut sangat dibutuhkan untuk menjamin akses 
pangan wilayah tersebut. Pangan harus dapat  tersedia  secara  fisik  untuk  
seluruh  anggota keluarga. Pangan  juga  harus tersedia  secara  terus-menerus  
dalam  suatu pasar atau warung  dimana  rumah tangga tidak dapat 
memproduksi sendiri pangan yang dibutuhkannya (Sharma, 1992). Akses fisik 
akan menentukan apakah sumber pangan yang dikonsumsikan dapat ditemui 
dan mudah diperoleh. Kemudahan dalam memperoleh pangan ditunjang oleh 
tersedianya sarana fisik yang cukup dalam memperoleh pangan. Kemudahan 
dalam memperoleh pangan ditunjang oleh sarana fisik seperti tersedianya 
sarana pasar yang cukup dalam mempermudah perolehan pangan             
(Penny, 1990). 
Suatu wilayah dapat dikatakan akses pangannya tinggi apabila di wilayah 




Wilayah atau daerah tersebut  dikatakan  memiliki  akses pangan  yang  sedang  
apabila tidak  memiliki pasar dalam wilayah atau daerah tersebut, namun jarak 
terdekat wilayah atau daerah tersebut terdapat  pasar-pasar yang menjual bahan 
pangan pokok kurang dari dan atau sama dengan 3 km. Dikatakan akses 
pangannya rendah apabila jarak terdekat dengan pasar lebih dari 3 km  
(Deptan, 2007). 
Ketahanan pangan rumah tangga berhubungan dengan kemampuan 
rumah tangga dalam mengakses pangan secara cukup untuk memenuhi 
kebutuhan seluruh anggotanya dan untuk mempertahankan kehidupan yang 
sehat. Upaya dalam mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga bukan 
merupakan persoalan yang sederhana. 
Kondisi ketahanan pangan rumah tangga miskin akan semakin lemah 
apabila rumah tangga miskin tersebut bertempat tinggal di daerah hutan dengan 
akses jalan dan transportasi yang sulit. Kecamatan Jepon merupakan 
kecamatan yang sebagian besar wilayahnya adalah daerah hutan jati. Akses 
jalan yang tidak rata dan berbatu di sepanjang hutan dengan transportasi umum 
yang jarang ditemui membuat akses dan distribusi pangan pun menjadi 
semakin sulit. Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan 
sebagai berikut: 
1. Berapa besarnya proporsi pengeluaran konsumsi pangan terhadap total 
pengeluaran rumah tangga miskin pada daerah hutan jati di Kecamatan 
Jepon Kabupaten Blora? 
2. Berapa besarnya tingkat konsumsi energi dan protein rumah tangga miskin 
pada daerah hutan jati di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora? 
3. Bagaimana hubungan antara proporsi pengeluaran konsumsi pangan dari 
total pengeluaran dengan tingkat konsumsi energi (TKE) rumah tangga 
miskin pada daerah hutan jati di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora? 
4. Bagaimana kondisi ketahanan pangan rumah tangga miskin pada daerah 
hutan jati di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora berdasarkan indikator 





C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini antara lain 
sebagai berikut: 
1. Mengetahui besarnya proporsi pengeluaran konsumsi pangan terhadap total 
pengeluaran rumah tangga miskin pada daerah hutan jati di Kecamatan 
Jepon Kabupaten Blora. 
2. Mengetahui besarnya tingkat konsumsi energi dan protein rumah tangga 
miskin pada daerah hutan jati di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora. 
3. Mengetahui hubungan antara proporsi pengeluaran konsumsi pangan dari 
total pengeluaran dengan tingkat konsumsi energi (TKE) rumah tangga  
miskin pada daerah hutan jati di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora. 
4. Mengetahui kondisi ketahanan pangan rumah tangga miskin pada daerah 
hutan jati di Kecamatan Jepon kabupaten Blora dilihat dari indikator 
proporsi pengeluaran konsumsi pangan dan tingkat konsumsi energi. 
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian ini adalah: 
1. Bagi peneliti, menambah wawasan dan pengetahuan terutama yang 
berkaitan dengan topik penelitian dan merupakan salah satu syarat untuk 
memperoleh gelar Sarjana Pertanian di Universitas Sebelas Maret Surakarta 
2. Bagi Pemerintah Kabupaten Blora, penelitian ini berguna sebagai 
sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan dalam pengambilan 
kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan penetapan ketahanan pangan 
pada daerah hutan jati di Kabupaten Blora 
3. Bagi pembaca, berguna sebagai wacana dalam menambah pengetahuan 
mengenai ketahanan pangan rumah tangga miskin pada daerah hutan jati 
4. Bagi peneliti lain, sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya 
  
